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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis temuan-temuan ilmiah mengenai
penerapan agile governance dalam transformasi pelayanan publik. Kajian disusun menggunakan metode systematic
literature review dengan pedoman PRISMA melalui penelusuran literatur pada Scopus, Web of Science, Google Scholar,
dan jurnal terkait pemerintahan digital. Artikel yang ditelaah dibatasi pada publikasi tahun 2021-2026 dan difokuskan
pada konteks sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa agile governance berkontribusi terhadap peningkatan
interoperabilitas antarlembaga, penguatan kolaborasi, percepatan pengambilan keputusan, peningkatan transparansi,
efisiensi layanan, dan penguatan inovasi pelayanan publik. Di sisi lain, implementasinya masih menghadapi hambatan
berupa kultur birokrasi yang kaku, keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas sumber daya manusia yang belum
merata, serta kendala regulasi. Kajian ini menegaskan bahwa agile governance merupakan pendekatan strategis untuk
mendukung pelayanan publik yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kata Kunci: Agile Governance; Transformasi Pelayanan Publik; Pemerintahan Digital; Interoperabilitas; Inovasi Sektor Publik

ABSTRACT

This study aims to identify, analyse, and synthesise scholarly findings concerning the implementation of agile governance
in the transformation of public service delivery. The review was conducted using a systematic literature review method
following the PRISMA guidelines, through literature searches in Scopus, Web of Science, Google Scholar, and journals
related to digital government. The articles examined were limited to publications from 2021 to 2026 and focused on the
public sector context. The findings indicate that agile governance contributes to improved inter-agency interoperability,
strengthened collaboration, accelerated decision-making, enhanced transparency, greater service efficiency, and
reinforced innovation in public service delivery. On the other hand, its implementation continues to face challenges,
including rigid bureaucratic culture, limited digital infrastructure, uneven human resource capacity, and regulatory
constraints. This review confirms that agile governance is a strategic approach to supporting public services that are
adaptive, responsive, and oriented towards the needs of society.
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PENDAHULUAN

Transformasi pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam menghadapi tuntutan masyarakat
terhadap pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan transparan. Kemajuan teknologi yang pesat dan
perubahan sosial yang terjadi, sektor pemerintahan dituntut untuk dapat beradaptasi dengan cepat, sehingga
pelayanan publik dapat semakin optimal. Salah satu pendekatan yang mulai banyak diterapkan untuk
mewujudkan transformasi ini adalah agile governance (Li et al, 2025). Agile governance adalah suatu
metodologi pengelolaan yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi lintas sektor, serta kemampuan beradaptasi
dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan pemerintahan (Margariti et al.,, 2022). Pendekatan ini
mencakup perubahan pada struktur organisasi, pola kerja, serta budaya birokrasi yang lebih dinamis dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Nookala, 2024).

Penerapan agile governance di sektor publik sangat penting mengingat bahwa pemerintahan harus mampu
merespons berbagai tantangan yang terus berkembang, baik itu dalam bentuk kebutuhan masyarakat yang
berubah cepat atau dalam menghadapi tekanan ekonomi dan sosial yang kompleks. Penelitian oleh Margariti
etal, (2022) menyatakan bahwa penerapan model interoperabilitas organisasi yang mendukung prinsip agile
dapat mempercepat respons pemerintahan terhadap perubahan dan meningkatkan efisiensi dalam
pengelolaan sumber daya (Neumann et al,, 2024). Pendekatan ini memungkinkan pemerintahan untuk bekerja
secara lebih terintegrasi dan kooperatif antara berbagai instansi pemerintah, sehingga dapat memperbaiki
kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Namun, implementasi agile governance di sektor publik tidaklah tanpa tantangan. Seperti yang diungkapkan
oleh Harfianto et al., (2022), struktur birokrasi yang kaku dan hierarkis sering kali menjadi hambatan utama
dalam penerapan agile di pemerintahan. Kultur birokrasi yang lebih mengutamakan kepatuhan terhadap
prosedur yang telah ditetapkan menghambat fleksibilitas yang dibutuhkan dalam penerapan prinsip-prinsip
agile (Vestues et al., 2022). Perubahan mindset dan cara kerja di dalam organisasi pemerintahan sangat
diperlukan untuk mengadopsi pendekatan ini secara efektif, namun perubahan tersebut seringkali mengalami
hambatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, meskipun banyak penelitian yang menunjukkan bahwa agile
governance dapat membawa manfaat besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, penerapannya
masih terkendala oleh hambatan struktural dan budaya organisasi yang ada (Ferdian et al., 2023).

Penerapan e-government dengan pendekatan agile di Indonesia telah mulai berkembang untuk mempercepat
digitalisasi pelayanan publik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Mutiarin et al., 2024), penerapan agile
dalam e-government di Indonesia telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan
aksesibilitas layanan publik. E-government menyediakan wadah bagi pemerintah untuk meningkatkan
transparansi, mempercepat pengolahan data, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik
(Lukman & Hakim, 2024). Namun, tantangan besar masih ada, terutama dalam hal kesiapan infrastruktur,
kapasitas sumber daya manusia, dan pemahaman mengenai pentingnya agile governance dalam pengelolaan
pemerintahan.

Beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, proses digitalisasi pelayanan publik menghadapi
hambatan yang lebih kompleks, seperti keterbatasan anggaran, ketimpangan dalam infrastruktur digital, serta
ketidaksiapan budaya organisasi yang ada. Penelitian oleh Bentzen & Torfing, (2023) menyebutkan bahwa,
meskipun ada upaya untuk mengadopsi model agile dalam pengelolaan pemerintah, kesulitan dalam
mengubah struktur birokrasi yang ada tetap menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, penting bagi
pemerintah untuk tidak hanya fokus pada adopsi teknologi, tetapi juga pada perubahan budaya organisasi dan
mindset yang mendukung fleksibilitas dan responsivitas dalam melayani publik (Siapera et al., 2023).
Penerapan agile governance dalam sektor publik sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih
efisien, transparan, dan responsif terhadap dinamika yang terjadi dalam masyarakat. Walaupun penerapan
agile menawarkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesenjangan antara teori dan
praktik dalam implementasinya masih sangat nyata (Orazgaliyeva et al., 2023). Implementasi agile sering kali
terhambat oleh budaya birokrasi yang cenderung kaku dan prosedural (Mergel et al., 2021). Oleh karena itu,
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pemahaman lebih dalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan agile governance
sangat diperlukan untuk mengatasi kesenjangan ini.

Literature review ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan,
manfaat, dan solusi terkait penerapan agile governance dalam sektor publik khususnya pelayanan publik.
Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam
merancang kebijakan dan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Literatur
review ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan e-government yang berbasis
pada prinsip-prinsip agile, untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan literature review sistematis yang disusun dengan mengacu
pada pedoman PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) (Page et al,,
2021). Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mensintesis, dan menganalisis bukti ilmiah terkait
penerapan agile governance dalam transformasi pelayanan publik. Penelusuran literatur dilakukan secara
sistematis melalui basis data internasional dan nasional yang relevan, seperti Scopus, Web of Science, Google
Scholar, dan berbagai jurnal yang membahas topik mengenai pemerintahan digital, agile governance, serta
transformasi pelayanan publik.

Kata kunci yang digunakan dalam pencarian mencakup "agile governance", "public service transformation”,
"public administration”, dan "government agility". Pencarian artikel dibatasi pada studi yang dipublikasikan
antara tahun 2021 hingga 2026, yang ditulis dalam bahasa Inggris dan mencakup penelitian yang relevan
dengan topik agile governance serta aplikasinya dalam konteks pelayanan publik. Analisis PRISMA untuk
proses pencarian dapat dilihat pada Gambar 1.

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses ]

a—

r—
MNaskah yang duidentifikasi melalm pencarian basis
@ data melalui basis data vang relevan, yaitu Scopus,
= ScienceDirect, serta basis data Google Scholar (n =
g 1337)
b=t
— /
r—
= Include: Exclude
g Naskah yang membahas Agile Maskah hanya membahas Agile
[ Gove ce dalam Governance (n=1221)
‘E pemerintahan (n=116)
N—
—
g Include: Exclude:
':i MNaskah yang termasuk dalam Naskah vang tidak termasuk dalam
% rentang 2021-2026 dalam rentang 2021-2026 atau dalam
wA pelayanan (n = 56) pelayanan (n = §0)
N—
r—
Include: Esclude
o - r- .
2 Artikel yang membahas Agile Artikel yang tidak membahas Agile
= Governance dalam ) .
. . Governance dalam Transformasi
o) Transformasi Pelayanan Publik i B =
_ Pelayanan Publik(n = 53)
(n=13)
N—

Gambar 1. Analisis PRISMA
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Proses seleksi dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat. Studi yang dimasukkan
dalam kajian ini harus membahas penerapan agile governance dalam sektor publik, dengan fokus pada
transformasi pelayanan publik melalui penerapan prinsip-prinsip agile, seperti fleksibilitas, kolaborasi, dan
adaptasi terhadap perubahan. Studi yang hanya membahas teori dasar atau konsep-konsep agile tanpa konteks
aplikasi nyata dalam sektor publik akan dikecualikan. Selain itu, penelitian yang tidak relevan dengan
transformasi pelayanan publik, seperti yang hanya mengkaji implementasi agile dalam sektor swasta atau
organisasi non-pemerintah, juga akan dikeluarkan dari kajian ini.

Seleksi artikel yang terlibat dalam kajian ini dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik dan kualitas
metodologisnya (Asda et al.,, 2025). Hanya studi yang menyediakan data empiris atau analisis kasus nyata
terkait penerapan agile governance dalam pemerintahan yang akan dimasukkan. Penilaian kualitas
metodologis dilakukan dengan menggunakan kriteria yang berkaitan dengan desain penelitian, keberlanjutan
penerapan agile dalam organisasi pemerintahan, serta kejelasan dan konsistensi hasil yang dilaporkan. Studi
yang berhasil terpilih akan disusun dalam tabel untuk mempermudah sintesis hasil penelitian, yang kemudian
akan dianalisis secara komprehensif. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas
mengenai penerapan agile governance dalam sektor publik, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam
proses transformasi pelayanan publik berbasis agile. Literatur yang dipilih akan dianalisis untuk
mengidentifikasi temuan kunci yang dapat memperkaya pemahaman tentang efektivitas penerapan agile
dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

HASIL

Berdasarkan hasil literature review yang dilakukan, ditemukan bahwa dengan penerapan agile governance
dalam transformasi pelayanan publik adalah bagaimana agile dapat meningkatkan interoperabilitas antar
organisasi pemerintah (lihat Tabel 1). Sebagai contoh, penelitian oleh Margariti et al., (2022) menyatakan
bahwa model holistik yang mendukung prinsip agile dapat mempercepat respons antar lembaga pemerintah
dan meningkatkan koordinasi dalam pengelolaan proyek bersama. Temuan ini sangat relevan dalam konteks
pemerintahan yang membutuhkan kolaborasi yang lebih efisien untuk memberikan layanan publik yang
optimal. Selain itu, penerapan agile governance di pemerintahan berbasis digital dapat mempercepat
pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi, seperti yang dijelaskan oleh Mergel et al. (2021). Hal
ini menunjukkan bahwa agile governance tidak hanya berfokus pada fleksibilitas dalam manajemen, tetapi juga
pada pembukaan ruang untuk kolaborasi yang lebih efektif antar instansi pemerintah yang memungkinkan
respons yang lebih cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Temuan lainnya adalah bagaimana agile governance dapat mendukung inovasi dalam sektor publik. Penelitian
oleh Palfreyman & Morton (2022) menyatakan bahwa penerapan agile mempercepat inovasi dan
meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintahan. Agile governance memberikan
ruang bagi instansi pemerintah untuk bereksperimen dengan solusi baru, meningkatkan pemanfaatan
teknologi terbaru, dan memperbaiki cara-cara lama dalam mengelola proyek pelayanan publik. Selain itu,
penerapan agile di sektor publik juga meningkatkan fleksibilitas dalam merespons tantangan regulasi,
sebagaimana ditemukan dalam penelitian oleh Marsicano et al. (2024). Temuan ini memberikan wawasan
penting mengenai bagaimana agile governance dapat diadaptasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah
dengan cepat dalam dunia pemerintahan, yang sering kali dihadapkan pada hambatan regulasi dan struktur
birokrasi yang kaku.
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Tabel 1. Hasil analisis

No Penulis & Topik Sintesis dan Karakterisasi Temuan
Tahun
1 (Margariti etal,  Organisational Menyajikan model holistik Agile dapat meningkatkan
2022) Interoperability untuk menilai interoperabilitas  interoperabilitas antar
organisasi dalam administrasi organisasi pemerintah dan
publik, fokus pada penerapan mempercepat respons
agile untuk meningkatkan terhadap perubahan.
koordinasi antar institusi.
2 (Hammerschmid Kolaborasi dalam Menganalisis pergeseran Kolaborasi berbasis agile
etal,, 2024) Administrasi paradigma ke arah kolaborasi memungkinkan peningkatan
Publik dalam administrasi publik yang transparansi dan
didorong oleh strategi responsivitas dalam
digitalisasi nasional. pelayanan publik.
3 (Neumann etal,, Adopsi Agile di Mengkaji penerapan agile di Penerapan agile di
2024)) Pemerintahan sektor pemerintahan melalui pemerintahan
studi kasus, menyoroti meningkatkan fleksibilitas
tantangan serta manfaat agile dan responsivitas dalam
dalam transformasi organisasi ~ pengelolaan proyek publik.
publik.
4 (Harfianto etal., Transformasi Tinjauan sistematis tentang Transformasi agile di
2022) Agile dalam tantangan dan solusi dalam pemerintahan birokratik
Pemerintahan menerapkan agile di menghadapi hambatan
Birokratik pemerintahan birokratik. budaya, namun solusi
terletak pada pelatihan dan
perubahan mindset.
5 (Ferdian et al,, Agile governance  Membahas bagaimana agile Agile governance
2023) dalam governance menjadi bentuk meningkatkan adaptabilitas
Transformasi transformasi pelayanan publik, dan efisiensi dalam
Pelayanan Publik  dengan fokus pada pelayanan publik, terutama
peningkatan kualitas layanan. dalam menghadapi
perubahan cepat.
6 (Lukman & Agile governance  Menganalisis hubungan antara  Penerapan agile governance
Hakim, 2024) dan Kepuasan penerapan agile governance, berhubungan positif dengan
Warga transformasi digital, dan peningkatan kepuasan
kepuasan warga, dengan warga, terutama di negara
stabilitas politik sebagai faktor =~ dengan stabilitas politik
moderator di Indonesia. yang tinggi.
7 (Palfreyman & Agile dalam Menyajikan keuntungan dari Agile dalam sektor publik
Morton, 2022) Proses Inovasi transformasi digital berbasis mempercepat inovasi dan
agile untuk meningkatkan meningkatkan efektivitas
proses inovasi dalam sektor dalam pengelolaan proyek-
publik. proyek pemerintahan.
8 (Mergel et al,, Agile sebagai Menyajikan agile sebagai Agile sebagai metode dalam
2021) Metode metode baru dalam tata kelola  pemerintahan mempercepat
Pemerintahan pemerintahan yang lebih pengambilan keputusan dan
fleksibel dan berbasis hasil.
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meningkatkan transparansi
proses administrasi.

9 (Mutiarin etal,  E-government Mengkaji bagaimana Penerapan agile dalam e-
2024) dan Agile penerapan agile mendukung government meningkatkan
governance di perkembangan e-government di  efisiensi dan aksesibilitas
Indonesia Indonesia dalam mempercepat layanan publik di Indonesia.
transformasi pelayanan publik.
10 (Marsicano et Agile dalam Mengkaji penerapan agile Layanan publik berbasis
al, 2024) Transformasi dalam transformasi layanan agile dalam lingkungan
Layanan Publik publik berbasis startup, serta startup meningkatkan
berbasis Startup ~ tantangan yang dihadapi. fleksibilitas dan
pemanfaatan teknologi
terbaru, meski menghadapi
tantangan regulasi.
11 (Damar etal, Teknologi Menyajikan teknologi Teknologi transformasional,
2024) Transformasional transformasional dalam termasuk agile,
dalam konteks administrasi publik, meningkatkan efisiensi dan
Administrasi termasuk penerapan agile transparansi dalam
Publik untuk meningkatkan administrasi publik.
efektivitas organisasi publik.
12 (Grimaudo, Agile Paradigma Mengkaji penerapan agile Penerapan agile dalam
2024) dalam dalam transformasi digital transformasi digital sektor
Transformasi sektor publik dengan publik memungkinkan
Digital Sektor menggunakan perangkat lunak  kolaborasi yang lebih baik
Publik kolaboratif. antar instansi dan
meningkatkan pengambilan
keputusan.
13 (Rackwitzetal, Digitalisasi dan Menganalisis pergeseran dari Digitalisasi dan penerapan
2021) Kolaborasi struktur hierarkis menuju agile dalam administrasi
Berbasis Jaringan kolaborasi berbasis jaringan publik memungkinkan
dalam digitalisasi kolaborasi yang lebih
pemerintahan. fleksibel dan responsif
terhadap kebutuhan
masyarakat.
DISKUSI

Penerapan agile governance dalam transformasi pelayanan publik menjadi topik yang semakin penting dalam
rangka meningkatkan responsivitas dan efisiensi sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil literature review,
temuan yang ada dapat dibagi dalam dua tema utama yaitu peningkatan Kolaborasi dan Interoperabilitas
dalam Pemerintahan serta Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Agile governance di Sektor Publik. Kedua
tema ini menawarkan wawasan penting mengenai bagaimana agile governance dapat meningkatkan kualitas
pelayanan publik, tetapi juga mengidentifikasi berbagai hambatan yang perlu diatasi agar transformasi ini

dapat berjalan dengan efektif.

Peningkatan Kolaborasi dan Interoperabilitas dalam Pemerintahan

Berdasarkan hasil penelitian, salah satu temuan utama yang sangat relevan dengan penerapan agile governance
adalah peningkatan kolaborasi antar instansi pemerintah dan interoperabilitas dalam pengelolaan proyek
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publik. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ciancarini et al., (2024), yang menunjukkan
bahwa penerapan model holistik yang mendukung prinsip agile dapat meningkatkan koordinasi antar
organisasi pemerintah. Dengan agile governance, sektor publik dapat bekerja lebih terintegrasi, mengurangi
silo antar lembaga, dan mempercepat pengambilan keputusan yang diperlukan untuk merespons perubahan
dan kebutuhan masyarakat. Penelitian oleh Farazmand, (2023) juga mendukung temuan ini dengan
menunjukkan bahwa penerapan agile governance dalam administrasi publik berbasis digital memungkinkan
kolaborasi yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang pada gilirannya
meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah.

Salah satu alasan mengapa agile meningkatkan interoperabilitas adalah karena sifat agile yang menekankan
pada iterasi, kolaborasi yang cepat, dan adaptasi terhadap perubahan, yang memungkinkan setiap instansi
untuk bekerja dengan lebih fleksibel dan responsif. Menurut Polyando, (2022) juga mencatat bahwa kolaborasi
berbasis agile mendorong peningkatan transparansi dalam proses administrasi, yang membantu mengurangi
ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, Mergel et al. (2021)
menambahkan bahwa penerapan agile di sektor publik mempercepat pengambilan keputusan, yang sangat
penting dalam menghadapi situasi yang berubah dengan cepat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun politik.
Dengan adanya prinsip kolaborasi dan komunikasi terbuka yang menjadi bagian dari agile governance,
pemerintah dapat bekerja lebih efisien, mengurangi red tape, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada
masyarakat.

Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Agile governance di Sektor Publik

Penerapan agile governance tidak lepas dari tantangan, terutama dalam konteks sektor publik yang sering kali
dihadapkan pada struktur birokrasi yang kaku. Salah satu hambatan utama adalah budaya organisasi yang sulit
berubah dan resistensi terhadap pendekatan baru seperti agile. Penelitian oleh Harfianto et al. (2022)
menunjukkan bahwa birokrasi pemerintahan yang mengedepankan prosedur yang ketat sering kali
menghambat adopsi prinsip agile yang mengutamakan fleksibilitas dan iterasi. Hal ini terjadi karena
pengambilan keputusan yang terbuka dan berbasis hasil, yang menjadi ciri khas agile, seringkali bertentangan
dengan struktur birokrasi yang lebih berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur dan kontrol yang ketat.
Salah satu solusi yang diusulkan oleh Ludviga & Kalvina, (2024) adalah pentingnya perubahan mindset di
dalam birokrasi pemerintah. Pelatihan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam memahami
dan mengimplementasikan prinsip-prinsip agile menjadi kunci untuk mengatasi hambatan tersebut. Hal ini
juga didukung oleh Ferdian et al. (2023), yang menyatakan bahwa perubahan dalam pola pikir dan budaya
organisasi merupakan faktor penentu utama dalam penerapan agile governance yang sukses. Tanpa adanya
dukungan dari pejabat pemerintahan dan perubahan dalam cara pandang terhadap pengelolaan pemerintahan,
adopsi agile governance akan menemui jalan buntu.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi dalam penerapan agile governance di sektor publik adalah kesiapan
infrastruktur digital yang ada. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, meskipun ada kemajuan dalam
penerapan e-government, tantangan besar masih berkisar pada infrastruktur teknologi yang terbatas, baik dari
sisi perangkat keras maupun perangkat lunak. Penelitian oleh Mutiarin et al. (2024) menunjukkan bahwa
meskipun penerapan agile governance dalam e-government telah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas
layanan publik, banyak instansi yang masih kekurangan infrastruktur digital yang memadai untuk mendukung
transformasi ini secara menyeluruh. Untuk itu, pemerintah harus memastikan adanya investasi yang cukup
dalam pengembangan infrastruktur digital yang mendukung penerapan agile, baik dalam bentuk perangkat
keras, perangkat lunak, maupun pelatihan sumber daya manusia.

Sejalan dengan tantangan tersebut, temuan dari Adie et al., (2024) menunjukkan bahwa penerapan agile dalam
sektor publik juga berkontribusi dalam mempercepat inovasi. Dengan prinsip agile, pemerintah memiliki
fleksibilitas untuk bereksperimen dengan solusi baru dan mengadaptasi teknologi terkini dalam mengelola
proyek-proyek pelayanan publik. Penerapan agile dalam proses inovasi ini meningkatkan efektivitas dalam
pengelolaan proyek serta mempercepat respons terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Namun,
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meskipun ada potensi besar dalam meningkatkan inovasi, tantangan yang lebih besar terletak pada regulasi
yang sering kali menghambat pengenalan solusi baru. Penelitian oleh Marsicano et al. (2024) menunjukkan
bahwa penerapan agile dalam lingkungan startup berbasis pemerintahan dapat mempercepat adopsi teknologi
baru, meskipun tetap menghadapi tantangan regulasi yang ketat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kajian ini menunjukkan bahwa agile governance memiliki peran penting dalam
mendukung transformasi pelayanan publik melalui peningkatan fleksibilitas organisasi, kolaborasi lintas
instansi, interoperabilitas sistem, percepatan pengambilan keputusan, serta penguatan efisiensi dan
transparansi layanan. Sintesis literatur juga memperlihatkan bahwa manfaat tersebut belum sepenuhnya
optimal karena masih terdapat kesenjangan antara konsepsi normatif dan praktik implementatif, terutama
akibat budaya birokrasi yang hierarkis, keterbatasan infrastruktur digital, kapasitas aparatur yang belum
memadai, dan hambatan regulatif. Agile governance tidak lagi dipahami sekadar sebagai pendekatan
manajerial, melainkan sebagai kerangka tata kelola yang relevan untuk membangun pelayanan publik yang
lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Hasil kajian ini mengimplikasikan bahwa pemerintah dan pembuat kebijakan perlu merancang strategi
transformasi pelayanan publik yang tidak berhenti pada digitalisasi prosedur, tetapi juga mencakup reformasi
budaya organisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyederhanaan koordinasi antarlembaga,
serta pengembangan infrastruktur digital yang mendukung kerja kolaboratif. Berdasarkan konteks kebijakan,
agile governance dapat dijadikan landasan dalam pengembangan e-government yang lebih terintegrasi, lincah,
dan berpusat pada warga. Secara akademik, kajian ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai
model implementasi agile governance yang sesuai dengan karakter birokrasi di negara berkembang, termasuk
pengukuran efektivitasnya terhadap kualitas layanan, kepuasan masyarakat, dan keberhasilan transformasi
digital pemerintahan. Implikasi tersebut selaras dengan tujuan penelitian untuk menyediakan dasar
konseptual dan praktis bagi penyusunan kebijakan pelayanan publik yang lebih adaptif dan responsif.
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